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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena
hanya berkat Rahmat dan Karunia-Nya, Kami dapat membuat Reviu Rencana
Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tahun 2020-2024
sesuai dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung Rl No. 173/SEK/SK/1/2022
tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding
dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada
hasil yang dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun
dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan dan peluang
yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis didalamnya mengandung
visi, misi, tujuan dan sasaran serta program yang realistis dan mengantisipasi
masa depan yang diharapkan. Rencana Strategis merupakan langkah awal
untuk mengukur kinerja yang mengintegrasikan segenap keahlian sumber
daya manusia dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu menjawab
perkembangan lingkungan strategik, nasional, dan global dalam tatanan sistem
manajemen nasional.

Penyusunan Rencana Strategis ini sepenuhnya mengacu kepada Visi
dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia namun dengan memuat dan
menampilkan ciri dan kebutuhan serta dinamika yang terdapat di Pengadilan
Tata Usaha Negara Palangka Raya. Semoga dengan penerbitan dokumen
Rencana Strategis ini, kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
akan semakin baik dan terarah dalam upaya pelayanan terhadap masyarakat
pencari keadilan.

Disadari bahwa Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan, oleh

karena itu kami mengharapkan masukan, sumbangan pemikiran dan saran,
sehingga di tahun mendatang bisa disajikan penyusunan Rencana Strategis
yang lebih sempurna, semoga Rencana Strategis ini bermanfaat bagi kemajuan
dan perkembangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
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1. Kondisi Umum

Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini menunjukkan
kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi bidang
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan nasional,
teknologi, aparatur, pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana
dan prasarana, serta pengelolaan sumber dayaalam.

Khusus mengenai pembangunan hukum, diarahkan untuk mendukung
terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; mengatur permasalahan
yang berkaitan dengan ekonomi, terutama dunia usaha dan dunia industri; serta
menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi, terutama penegakan dan
perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, yang tertuang dalam UU No. 17 Tahun
2007. Lebih jauh, pembangunan hukum juga diarahkan untuk menghilangkan
terjadinya tindak pidana korupsi serta mampu menangani dan menyelesaikan
secara tuntas permasalahan yang terkait dengan Kolusi, Korupsi, Nepotisme
(KKN). Untuk itu, pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan materi
hukum dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku
dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan
perlindungan hukum, penegakan hukum dan Hak-hak Asasi Manusia (HAM),
kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan
kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan dalam rangka penyelenggaraan negara
yang makin tertib, teratur, lancar, serta berdaya saing global.

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai pelaksana
kekuasaan kehakiman yang berada dibawah Mahkamah Agung Rl dengan
sendirinya harus menjabarkan serta melaksanakan pembangunan bidang hukum
sebagaimana digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.

Salah satu upaya untuk memantapkan sistem Hukum Nasional ialah
melalui penyelenggaraan peradilan yang bersih, jujur dan bertanggung jawab.
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai salah satu dari Institusi
atau Badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman yaitu Kekuasaan Negara
yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia, khususnya di wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya.
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Berdasarkan hal tersebut di atas Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Raya bertekad untuk menjadi peradilan yang bersih, berwibawa, terhormat dan

dihormati. Sebagai wujud nyata dari tekad tersebut Pengadilan Tata Usaha

Negara Palangka Raya berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan

peradilan yang lebih dinamis dan proaktif.

. Potensi Dan Permasalahan

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program

dan kegiatan yang dilaksanakan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.
Kondisi eksternal yang berpengaruh terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara

Palangka Raya :

a. Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan Renstra Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya

mengacu kepada Mahkamah Agung dan tidak terlepas dari landasan/acuan
hukum yang berlaku baik berupa UU, PP, Perpres, Peraturan/Keputusan
Mahkamah Agung RI maupun Peraturan/Keputusan Menteri terkait. Karena

seluruh peraturan perundangan-undangan tersebut masih belum sepenuhnya

terintegrasi secara baik sehingga dapat menghambat pencapaian tujuan

pembangunan nasional. Sistem tersebut berdasar kepada aturan berikut:

1)

2)

3)

Manajemen peradilan mengacu kepada UU Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung Rl sebagaimana telah diubah dengan UU
Nomor § Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 3 Tahun
2009. Dan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 dan
perubahan kedua dengan UU Nomor 51 Tahun 2009.

Manajemen perkara mengacu kepada UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4
Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 48 Tahun2009.
Sistem perencanaan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan,
PP Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional yang merupakan turunan dari UU Nomor 25
Tahun 2004, PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang merupakan
turunan dari UU Nomor 32 Tahun 2004, dan Peraturan Menteri Negara
PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman

Penyusunan Renstra K/L 2010-2014.
..A
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4) Sistem penganggaran mengacu kepada UU Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah serta peraturan pelaksanaannya, antara lain: PP Nomor 20 Tahun
2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 21
Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian/Lembaga yang merupakan turunan dari UU Nomor 17
Tahun 2003 dan PP Nomor 59 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah turunan dari UU Nomor 33 Tahun 2004.

5) Sistem pelaksanaan mengacu kepada UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan pelaksanaannya,
diantaranya PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP), dan Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

6) Sistem pelaporan mengacu pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan
UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional serta UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Berbagai peraturan yang bersifat pelaksanaan antara lain PP Nomor 24
Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PP Nomor 8
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, serta Inpres Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang
sedang disempurnakan dengan Perpres tentang Sistem AKIP.

7) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan
Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
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b. Sumber Daya Manusia Perencana
Di samping masalah peraturan perundang-undangan tersebut, juga
terdapat masalah lain, yaitu terbatasnya Sumber Daya Manusia untuk
pelaksanaan teknis peradilan baik administrasi maupun pada fungsional
peradilan. Dari sisi kuantitas, Sumber Daya Manusia yang tersedia kurang

memadai untuk melakukan pelaksanaan tugas-tugas perencanaan secara
prosedural, namun untuk membuat hasil yang lebih berkualitas, perlu kualitas
yang memadai.
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BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

1. Visi

Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai badan peradilan
yang berada di bawah MahkamahAgung RI memiliki visi sebagai berikut:
“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yangAgung”

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dituangkan usaha-usaha
perbaikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan
berkeadilan.

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang
dialokasikan secara proporsional dalam APBN.

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas
dan terukur.

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang
sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang
aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.

6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan
kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan
profesional.

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan
jalannya peradilan.

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan
transparansi.

10. Modern dengan berbasis Tl terpadu.

Visi ini diyakini akan dapat memotivasi aparatur Pengadilan Tata Usaha
Negara Palangka Raya dalam setiap tindakannya, untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun ke depan (2020-2024).

Sebagai bagian dari badan peradilan dibawah Mahkamah Agung RI,
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berkewajiban untuk mewujudkan
pencapaian visi tersebut, sehingga dalam implementasinya Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya tinggal mengadopsi visi dimaksud kedalam
Rencana Strategisnya.

el
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Misi merupakan apa yang harus dilaksanakan agar visi yang telah
ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Misi menggambarkan hal-hal yang harus
terlaksana, sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat pada visi akan lebih
konkrit terlihat pada misi. Dapat dikatakan bahwa misi adalah mengurai dan
memperjelas visi. Dalam proses perumusannya, misi harus memperhatikan
tuntutan lingkungan sehingga dapat berorientasi kepada kebutuhan pengguna
jasa organisasi atau satuan kerja.

Visi telah dirumuskan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
sebagaimana tertulis pada Bab sebelumnya, maka oleh karena itu Pengadilan
Tata Usaha Negara Palangka Raya berkewajiban untuk mewujudkan
pencapaiannya, demikian pula halnya dengan misi, sehingga Pengadilan Tata
Usaha Negara Palangka Raya hanya tinggal menjalankan misi. Dengan demikian
dalam Rencana Strategis Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya tidak
keluar dari pernyataan misi tersebut.

Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya ditetapkan dalam 4
(empat) rumusan sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya
3. Tujuan

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi tersebut, maka
selanjutnya dirumuskan tujuan yang merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai
dalam jangka waktu lima tahun. Perumusan tujuan ini diikuti dengan penetapan
strategi sebagai cara untuk mencapai tujuan. Strategi yang ditetapkan meliputi
program-program yang dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan, antara tujuan
dengan program dan kegiatannya harus memiliki kerangka dan keterkaitan yang
logis sehingga keberhasilan pelaksanaan kegiatan akan menentukan
keberhasilan pencapaian tujuan.

4. Sasaran Strategis

Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil
yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu. Rencana Strategis merupakan
langkah awal untuk mengukur kinerja yang mengintegrasikan segenap keahlian

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya yang diharapkan mampu
menjawab perkembangan lingkungan strategis, nasional, dan global dalam
tatanan sistem manajemen nasional.
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Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya merancang Rencana
Strategis secara bersama-sama antara pimpinan dengan seluruh komponen
organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka
pencapaian tujuan organisasi. Perumusan Rencana Strategis mengikuti tahapan
mulai dari idealistik- kualitatif sampai teknis-kuantitatif yang merupakan
rangkaian saling terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya, maka Visi dan Misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk
yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (strategic
goals) organisasi.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan
misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5
(lima) tahun. Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dapat secara tepat
mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi
Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan
diformulasikannya tujuan strategis ini dalam mempertimbangkan sumber daya
dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga
akan memungkinkan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya untuk
mengukur sejauh mana Visi dan Misi organisasi. Untuk itu, agar dapat diukur
keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan
strategis yang ditetapkan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang
terukur.

Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Menjaga Kemandirian Peradilan Tata Usaha Negara;

Syarat utama terselenggaranya suatu proses Peradilan Tata Usaha Negara
yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan
Peradilan Tata Usaha Negara serta kemandirian hakim dalam menjalankan
fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci
dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan Peradilan Tata
Usaha Negara secara efektif. Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap,
dimana badan Peradilan Tata Usaha Negara telah mendapatkan kewenangan
atas urusan organisasi, administrasi dan finansial (konsep satu atap), maka
fungsi perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan organisasi, administrasi,
dan finansial Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya harus dijalankan
secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas
kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang periu
diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan
penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN.

Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan pe“elenggaraan
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Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya.

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan Peradilan Tata Usaha
Negara juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus
(kemandirian individual/ fungsional) yang terkait erat dengan tujuan
penyelenggaraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya. Tujuan
peyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya
pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi
setiap manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan
yang setara diantara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang
berkembang.

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut:

1) Kemandirian hakim dalam
Kemandirian lembaga yang £ :
menjalankan fungsinya
menyelenggarakan Peradilan Tata o
2) Kemandirian pengelolaan anggaran
Usaha Negara S e
berbasis kinerja

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

Tugas Peradilan Tata Usaha Negara adalah menyelenggarakan Peradilan
Tata Usaha Negara guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal
ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya adalah mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan
dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap Peradilan Tata
Usaha Negara untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan
jaminan proses Peradilan Tata Usaha Negara yang adil.

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai
yang subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak
lain. Penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara atau penegakan hukum
harus dipahami sebagai sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang
adil, dalam rangka menghasilkan putusan yang mempertimbangkan
kepentingan (keadilan menurut) kedua belah pihak.

Perbaikan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu substansi putusan
yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi peningkatan
pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang adil.
Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka
dan pemberian salinan putusan sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari
keadilan.

P G
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1) Adanya peningkatan pelayanan
Memberikan pelayanan hukum yang publik

berkeadilan kepada pencari keadilan | 2) Adanya jaminan proses Peradilan
Tata Usaha Negara yang adil.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Peradilan Tata UsahaNegara

Kualitas kepemimpinan Peradilan Tata Usaha Negara akan menentukan
kualitas dan kecepatan gerak perubahan Peradilan Tata Usaha Negara.
Dalam sistem satu atap, peran pimpinan Peradilan Tata Usaha Negara, selain
menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan
kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Terkait aspek
yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga
adanya kesatuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional pimpinan
Peradilan Tata Usaha Negara dibantu oleh pelaksana urusan administrasi.
Dengan kata lain, pimpinan Peradilan Tata Usaha Negara harus memiliki
kompetensi yudisial dan non-yudisial.

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara
Palangka Raya menitikberatkan pada peningkatan kualitas kepemimpinan
Peradilan Tata Usaha Negara dengan membangun dan mengembangkan
kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial (kepemimpinan dan
manajerial).

Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai berikut :

25 S i
Meningkatkan kualitas Adanya pimpinan Peradilan Tata Usaha
kepemimpinan Peradilan Tata Usaha | Negara yang memiliki kompetensi

Negara yudisial dan non yudisial.

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara

Kredibilitas dan transparansi Peradilan Tata Usaha Negara merupakan
faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada
Peradilan Tata Usaha Negara. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan
dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi
putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.Selain sebagai bentuk
pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka,
juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan di dalam
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Peradilan Tata Usaha Negara itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan
pelaporan internal, personil peradilan akan mendapatkan kejelasan mengenai
jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan
pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka
dapatkan Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang
setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan
usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga
integritasnya. Penjabaran dari tujuan ini secara lebih spesifik adalah sebagai

1) Peningkatan sistem pembinaan,
pengawasan, serta publikasi
putusan-putusan yang dapat
dipertanggungjawabkan.

2) Adanya pengelolaan organisasi
yang terbuka

Meningkatkan kredibilitas dan 3) Adanya keterbukaan informasi dan

transparansi Peradilan Tata Usaha pelaporan keuangan.

Negara 4) Adanya kejelasan informasi
terhadap personil peradilan
mengenai jenjang karir, kesempatan
pengembangan diri dengan
pendidikan dan pelatihan, serta
penghargaan ataupun hukuman
yang mungkin mereka dapatkan.
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5. Indikator Kinerja Utama
Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan
sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan
indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO. KINERJA UTAMA INDIKATOR KINERJA

a. Persentase perkara yang diselesaikan
tepat waktu

b. Persentase perkara yang tidak
Terwujudnya Peradilan ,
mengajukan upaya hukum :

1. Yang Pasti, Transparan .
+ Banding
dan Akuntabel .
o Kasasi
C. Index persepsi pencari keadilan yang puas
terhadap layanan peradilan
Peningkatan Efektivitas
Persentase salinan putusan yang
23 Pengelola-an

disampaikan kepada para pihak tepat waktu
Penyelesaian Perkara B el P

a. Persentase perkara prodeo yang

Meningkatnya Akses diselesaikan

Peradilan Bagi -
3. L b. Persentase pencari keadilan golongan
Masyarakat miskin dan
L tertentu yang mendapat Layanan Bantuan
Terpinggirkan
Hukum (Posbakum)

Meningkatnya
4. Kepatuhan Terhadap
Putusan Pengadilan

Persentase putusan perkara TUN Yang
ditindaklanjuti.

6. Program Utama dan Kegiatan Pokok

Tujuan yang ingin dicapai dijabarkan ke dalam program-program yang
selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam kegiatan-kegiatan. Program dan kegiatan ini
merupakan rencana terpadu dengan mempertimbangkan sumber daya dan
keadaan lingkungan. Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis
dan terpadu, sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata yang dilaksanakan
sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Kegiatan merupakan titik awal
menuju perwujudan Visi dan Misi.

Untuk mengukur keberhasilan program dalam pencapaian tujuan
ditetapkan indikator kinerja. Ukuran keberhasilan ini bersifat spesifik, terukur,
dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Indikator kinerja mencerminkan
outcome (hasil) kegiatan-kegiatan. Pada tingkatan kegiatan indikator kinerja
merupakan output (keluaran).
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Mengingat antara kegiatan, program dan tujuan, bahkan Visi dan Misi
memiliki keterkaitan yang logis, maka keberhasilan pencapaian tingkat kinerja
output diharapkan mencerminkan keberhasilan pencapaian hasil atau manfaat.
Masing-masing indikator yang terpilih dilengkapi dengan target-target kuantitatif.

Dalam tahun 2020-2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya
akan melaksanakan 3 (tiga) program yang kemudian dijabarkan lebih lanjut ke
dalam berbagai kegiatan, ketiga program dimaksud adalah:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Peradilan
Tata Usaha Negara.
- Indikator Kinerja: Tersedianya Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis
Peradilan yang terdiri dari:
Peningkatan Bidang Keperkaraan:
a) Peningkatan Teknis Yustisial.
b) Peningkatan Administrasi Yustisial.
c) Peningkatan Manajemen Yustisial
Peningkatan Bidang Kesekretariatan:
a) Peningkatan Bagian Kepegawaian.
b) Peningkatan Bagian Keuangan.
c) Peningkatan Bagian Umum.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peradilan Tata Usaha
Negara.
- Indikator Kinerja:
1) Penyediaan Sarana dan Prasarana yang mendukung Penyelenggaraan
Peradilan ;
2) Penyelenggaraan Peradilan Berbasis Teknologi Informasi:
3. Program Peningkatan Peradilan Tata Usaha Negara:
- Indikator Kinerja :
1) Peningkatan Jumlah Penyelesaian Perkara.

2) Peningkatan Penyelesaian Proses Administrasi Perkara







